
WALIKOTA PALEMBANG 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR l9 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERIJBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 27 
TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADUAN 

MI\SYA.RA.KAT P©MERlNTAH KO'l'A Pl\1,EMBANG 

DENGAN RA.HM.AT TU HAN YANG MAHA ESA 

WALlKOTA PALEMBANG, 

Menimbang: a. b1;1hwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama urit:uk 

Mengingat: 

menyatakan pendapat clan mengajukan pengaduan atai; 
kualilas pelayaoan pub.ilk; 

b. bahwa ,W1luk memoorikan kcmudahan kcpada ma.syaraka:t. 
dalam menyampaikan pengaduan, keluhan, sa,rao dan 
masukan. atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
pelayanan publik secara mudah, cepa,t dim tep,at., perlu 
merubah Peraturan Wali:koca Palembang Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pembcntu.k:an U11it Layanan Pengaduan 
Masyarakat Pemerintah Kota Palembang ·guna disesuaikan 
de_ngan perkembangan k~daan; 

c. bahwa perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 
27 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan 
Pengaduan Masyarakat Pemerint.a.h Kota Palembang perlu 
ditetapkan dalam regulasi agar me.miliki landasan da.n 
kepastian lmku.m; 

d. oahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruI a, pcrlu menetapkan Pecamran Walikota 
Palembang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Palembang Nomor 27 Ta.bun 2014 tentang Pembentukan Unit 
Lay,anan Pengaduan Masyara.k;l.t Pemerintah Kota Palembang; 

1. Undang-Undang Nom0r 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat LI dan Kotapraja cli Suma~ra Selatan 
(Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik lndones.ia 
Nomor- 1821); 

2. Undang-Undang Nomo.r 28 Tahun 1999 tentang-
-Penyelengga.raan Negara yang .Bersili dan. Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik lmlonesla 
Tahu.o 1999 Nomor 28, Tambahan Lembar.an Negara Republik 
Indonesia Nomor 385 l); 



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
lnformasi Publik (Lembamn l'fegara Republik lndonesia.. 
Tahun 2008 Nomor 61, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia No~or 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tent~mg Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik lndonc~ia Tahun 2009 
Nomor l j 2, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nombr 5038); 

5. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Taliun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran· Negara 
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerinta.h Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undaog
Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan Daerah 
·(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah:un 2014 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5589); 

6. Pt:raturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Prim!!-; 

7. Peraturan Daerah Kata palembang Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintaban Kota Palembang (Lembaran 
Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Republik Lndonesia Nomor 
040/6688/SJ Perihal Edaran Pen_anganan Pengaduan Masyarakal 
Pemer:intah Daerah; 

Menetapkan: 

MEMUTUSKAN: 

PERATGRAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WAL1K01'A PALEMBANG NOMOR 27 TAHUN 2014 
TENTANG PEMBENTUKAN UNl'l' LAY.ANAN PENOADUAN 
MASY ARA KAT PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang 
Nomor 27 Tahun 20l4 tent.ang Pembentukan Unit Layanan 
Pengaduan Masyarakat Pemerintah Kota Pale~bang (Beri~ 
Daerah Kota Palembang Tahun 2014 Nomor 27), dtubab sebagat 
berilrut: 

1. Ketentuan BAB m KEDOD'UKAN, RUANO .Lll':lGKUP DA:N 
TUGAS ULPM Pasal 5 diubah s.ehingga Pasal 5 berbunyi 
seba:gai berikut: 

Pasal 5 

ULPM merupakan unit kerja di lingkungan Pemerin~ Kota 
yang beJ-sifat non stn1ktural yang khusus menangam proses 
pelayanao pengaduan masyarakat baik secara langsung 
maupun tidak langsong di lingkungan Pemerintah Kota yang 
dikoordinasikan dan melekat pada Bagian Humas dan .Protok-ol 
Sekretariat Daerah Kot.a Pal~bang. 

2. Ketentuan BAB IV ORGANISASI Pasal 11 ayat (Q.) huruf i 
diuQah sehingga Pa~J U berbunyi sebagai bedkut: 
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Pasal 11 

(1) Sekretariat ULPM sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 9 
ayat ( 1) huruf b, dipimpin oleh seorang sckretaris yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kcpada Kepala 
ULPM. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas: 
a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas masing-masing 

Bidang dan Satgas; 
b. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, 

kepegawaian, tata pcrsuratan, perlcngkapan dan rumah 
tangga; 

c. melaksanakan fungsi ketatausahaan; 
d. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana 

kantor; 
e. menyiapka.n dokumen yang dibumhkan bidang daa 

saruan rugas; 
f. mcnyeclia.kan dan mengelola sistem infonnasi yang 

digunakan dalam pelaksanaan layanan pcngadun.n 
masyarakat; 

g. mensosialisa.sikan kebijakan dan kegiatan layanan 
pcngaduan masyarakat; dan 

h. mencrima dan mengkoordinasikan pengaduan dan 
sanggohan yang disamJ)'likan oleh masyarllkat; 

i. menyusun dan menyampaikan laporan pela.ksanaan 
rugas ULPM kepada Walikota Palembang melalui Kepala 
Bagian Hu.mas dan Protokol Sekrctariat Daerah Kow. 
Palembang; 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerab Kota Palembang. 

Ditetapkan di alembang 
fS-da ta.nggal ~ 11e~b.tr 2014 

HARNOJOYO 

Diundangkan di Palembang 
pada tanggal 2~ - l'2 ~ 2014 

. SETJi;s DAERAH KOTA PALEMBANO, 

uc~~~AYAT 
SERITA DAERAH- KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR "'l-0 

) 


